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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan
Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan
Kunjang Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen
ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah
(RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan programkegiatan dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renja Kecamatan Kunjang Tahun 2024 ini disusun dan merupakan faktor
yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan
daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan

Kunjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kunjang selama 1 (satu)
tahun.

Dengan disusunnya Laporan Rencana Kerja Kecamatan Kunjang Tahun
2024 ini, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diusulkan diharapkan menjadi
efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat

dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang
dihasilkan.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran
yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan
Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Kunjang
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan program Perangkat Daerah Kecamatan Kunjang yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan
disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian
kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kunjang
sebagai wujud dari kinerja Tahun 2024 ini merupakan pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
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Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti
tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam PeraturanMenteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

1.2

Landasan Hukum
Landasan hukumpenyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kunjang

Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut, yaitu :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang=Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);
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23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Nomor 2 Seri D);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berité Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023
Nomor 33)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan disusunnya Renja ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai landasan/dasar penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kunjang tahun 2024.

2. Tersedianya Renja sebagai dasar penetapan kinerja dan pengukuran kinerja
Kecamatan Kunjang.

3. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kecamatan Kunjang.

4. Terwujudnya Rencana Kerja sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah
Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi di Kecamatan Kunjang

2. Meningkatnya disiplin PNS Kecamatan

3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan kecamatan

4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan

5. Meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kunjang disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
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BAB Il
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang

telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan

realisasinya selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu

dan capaian Renstra Kecamatan Kunjang dapat dijelaskan bahwa:

.

Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa hampir
semua program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan.
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan pada dasarnya tidak bersifat signifikan. Program/kegiatan selama
satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan
adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam
pelaksanaan di Tahun 2022, faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya SDM
(personil) baik dari segi kualitas (kompetensi dan etos kerja) maupun kuantitas di
Kecamatan Kunjang.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra KecamatanKunjang,
yaitu target capaian program Renstra tahun 2022-2026 belum tentu sama dengan
target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab kendala dan permasalahan yang menjadi
hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2022 tersebut adalah dengan melaksanakan
perencanaan dan penganggaran yang matang. Sedangkan untuk mengatasi
keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau rangkap tugas serta
menjalin kerja sama, koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Pimpinan, Kasi,
Kasubag dan Staf.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kunjang sampai dengan

tahun berjalan sesuai denganTabel 2.1.
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

SKPD : KECAMATAN KUNJANG

Kabupaten Kediri

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target

LI o NN o 15 L VA VNN 7

Tahun Lalu (2022) Renstra SKPD s/d tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kineria P Out / Capaian Hasil P g d Target Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah dan RcHaor *ner;au rogl;a'mu(t come) Program " Iasu rr(gra.mta anl d Program/Kegiatan Capaian Tinakat Capai
Program / Kegiatan egiatan (output) (Renstra SKPD Fheen gt TargetRenja | Realisasi Tingkat Renja SKPD 2023 Programa | o 8.0 e
Tahun 2026) AHH SKPD RenjaSKPD | Realisasi (%) Kegiatan sid rge
; Renstra (%)
tahun berjalan
2023
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 11 = (10/4)
7 01 01 Program Penunjang Urusan Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/ Kota
Kabupaten / Kota
7 01 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen 26 Dok 11 Dok 5 Dok 5 Dok 100% 5 Dok 21 Dok 81%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi
daerah kinerja Yang Tersusun
71 01 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 350 160 laporan 70 70 100% 70 laporan 200 laporan 56 %
Perangklat Daerah Perangkat Daerah Yang Tersusun laporan laporan laporan
7 o1 01 | 2.03 | Aministrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik 20 8 laporan 4 4 100% 4 laporan 16 laporan 80 %
Daerah Yang Tersusun laporan laporan laporan
7 01 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Jumlah Kegiatan Administrasi Umum 350 140 kegiatan 70 keg 70 100% 70 keg 280 keg 80 %
Daerah Perangkat Daerah Yang Terlaksana kegiatan keg
7 01 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik 1 0 3kegiatan 2keg 2keg 100% 2keg Tkeg 70 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kegiatan
Daerah
¥4 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Jumiah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 1?0 48 kegiatan 24 keg 24 100% 24 keg 96 keg 80 %
Urusan Pemerintahan Umum Pemerintah Daerah Yang Terlaksana kegiatan keg
7 0t 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Jumiah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik §5 29 kegiatan 13 keg 13 100% 13 keg 55 keg 85 %
Daerah Penunjuang Urusan Daerah Yang Terlaksana kegiatan keg
Pemerintahan Daerah J




Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan . o i hun Lalu (2022
rusanEIcang Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Capaian Hasil Program dan Tahun Lalu (2022) Target‘ Perkiraan Realisasi Capaian Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (output) Program Kel Kegiatan sid Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d 4
Program / Kegiatan " ® (Renstra SKPD =7 Target Renja Realisasi Tingkat Renja SKPD 2023 onstra SKPD s/d tahun Berjalan
«iTahun 2026) ahun SKPD Renja SKPD Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 02 Program Penyelenggaraan Waktu yang diperlukan untuk 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan dan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Publik Pelayanan Publik
01. 02. | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan Koordinasi 30 18 kegiatan 6 keg 6 keg 100% 6 keg 30 keg 100 %
Kegiatan Pemerintahan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan
Ditingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
01 02 | 2.02 | Penyelenggaraan Urusan Jumlah Penyelenggaraan Urusan 70 27 kegiatan 12 keg 12 100% 12 keg 51 keg
Pemerintahan yang tidak Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kegiatan keg
dilaksanakan oleh Unit Kerja Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada
Perangkat Daerah yang ada dikecamatan
dikecamatan
01 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan 5 2 kegiatan 1 keg 1 keg 100% 1 keg 4 keg
Pemerintahan yang dilimpahkan | Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada kegiatan
kepada camat Camat




Target Kinerja

Realisasi Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan . - Capai Tahun Lalu (2022 T
Kode Feiariniiian Dgnorah dan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ P:n':rl:r: Hasil Program dan SEs ¢ ! Pr ogra;;ztgimn Perkiraan Realisasi Capaian Target
" Kegiata i ;
Program / Kegiatan egiatan (output) (Renstra SKPD K°'“°T"': K°§;‘2';“ S TagetRenja | Realisasi Tingkat Renja SKPD 2023 Renstra SKPD s/d tahun Berjalan
sd Tahun ahun SKPD Renja SKPD | Realisasi (%)
2026)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 11= (10/4)
01 03 Program Pemberdayaan Waktu yang diperlukan untuk Program 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan Kelurahan
01 03 | 201 | Koordinasi Kegiatan Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 100% 12 Desa 12 Desa
Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Desa Desa
Peningkatan Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam 12 Desa 12 Desa 12 12 100% 12 Desa 12 Desa
Efektifitas Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Desa Desa Desa
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
01 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga 5 1 kegiatan 1 keg 1 keg 100% 1 keg 3 keg
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakat Tingkat Kecamatan Kegiatan
Kecamatan
01 04 Program Koordinasi Waktu Koordinasi Ketentraman dan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketentraman dan ketertiban ketertiban Umum
Umum
01 04 | 201 | Koordinasi Upaya Jumiah Desa Yang Dilakukan Kegiatan 12 Desa 12 Desa 12 12 100% 12 Desa 12 Desa
Penyelenggaraan Ketentraman Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Desa Desa
dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2 17 Program Penyelenggaraan Waktun Penyelenggaraan Urusan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum
2 17 | 01 Penyelenggaraan Urusan Jumlah Penyelenggaraan Urusan 30 11 kegiatan 6 keg 6 keg 100% 6 keg 23 keg
Pemerintahan Umum sesui Pemerintahan Umum sesui Penugasan Kegiatan
Penugasan Kepala Daerah Kepala Daerah
2 20 Program Pengawasan Waktu Pengawasan Pemerintahan Dega 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Desa
2 20 | 09 Fasilitasi Rekomendasi dan Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan 12 Desa 12 Desa 12 12 100% 12 Desa 12 Desa
Koordinasi Pembinaan dan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Desa Desa
Pengawasan Pemerintahan
Desa J
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Kunjang tahun 2023 diperlukan
indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta dilakukan upaya=
upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuandan
sasaran. Disamping itu kinerja pelayanan Kecamatan Kunjang merupakan bagian yang
terintegrasi dalam proses perencanaan strategis.

Dalam mendukung Misi Ke 2 Bupati Kediri yaitu Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik, terdapat Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu
Presentase Pelayanan Yang dilaksanakan tepat waktu dihitung dengan jumlah
pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah Pelayanan yang
dilaksanakan dalam 1 tahun dikalikan 100%. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Kunjang sesuai dengan Lampiran Tabel 2.2 sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kecamatan KunjangKabupaten Kediri

SPM/ Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
No. Indikator Starpdarl IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan Analisis
askng 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 B8 9 10 11 12 13
Persentase pelayanan Semua
1 | yang dilaksanakan tepat 100 100 100 100 100 100 100 100 pelayanan yang
waktu dilaksanakan
tepat waktu




2.3. Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang pelayanan SKPD yaitu permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, serta
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Kunjang
sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum
dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Kunjang masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi

berbagai tantangan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai;

2. Sistem kerja yang belum optimal;

3. Sumber daya manusia yang belum optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kunjang,
ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka
kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD yang
menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu
memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,
akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada
prosedur serta pada tatanan atau aturan yang bertaku;

3.  Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan
aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;

4.  Mengoptimalkan pola koordinasl terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak-
pihak terkait.
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
KediriTahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan
perencanaan pembangunan tahunan yaitu 2024 yang berisi program kegiatan sebagai
pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam
RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam mendukung
pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten
Kediri.Rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah
sebagaimana Tabel 2.4.
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Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN KEDIRI
SKPD : KECAMATAN KUNJANG
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
" Catatan
o ikati . ! - Target | Pagu Idikati Pentin
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Idikatip { Program / Lokasi Indikator Kinerja c “ g R Pl 9
Capaian Rp) Kegiatan apaian p)
) 2 ©) ()] (5 (6 a) ® ) (10 (11) (12)
Program Penunjang!Urusan | Kecamatan | Cakupan PenunjangiUrusan Pemerintahan Program Penunjang Cakupan Penunjang Urusan
1 | Pemerintahan Daerah Kunjang Daerah Kabupaten / Kota 1tahun | *1.999.723.755 | Urusan Pemerintahan Kecamatan | Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 1tahun | 1.999.723.755
Kabupaten / Kota Daerah Kabupaten / Kunjang
Kdta
Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, 1 tahun 3.980.700
Perencanaan, Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 1tahun 3.980.700 | Penganggaran, dan Kecamatan | Penganggaran, dan Evaluasi kinerja
Penganggaran, dan Evaluasi Kunjang Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Evaluasi Kinerja Kunjang Perangkat Daerah yang tersusun
Kinerja Perangkat Daerah PerangkatDaerah
Waktu yang dibutuhkan untukipenyediaan
Administrasi Keuangan Kecamatan | Waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan gaji 1tahun 1.858.417.755 | Administrasi Keuangan Kecamatan | gaji/ tunjangan ASN, Jasa ttahun | 1.858.417.755
Perangkat Daerah Kunjang tunjangan ASN, Jasa iPengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Kunjang Pengadministrasian Keuangan serta
serta Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun Dokumen Laporan Keuanganiyang tersusun
Administrasi Barang Milik Prosentase Capaian kegiatan 1 tahun
Administrasi Barang Milik Kecamatan | Prosentase Capaian kegiatan Penatausahaan 1tahun 6.837.700 | Daerah pada Perangkat Kecamatan | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 6.837.700
Daerah pada Perangkat Kunjang Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Kunjang Perangkat Daerah
Daerah
Administrasi
Administrasi Umum Kecamatan | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerahiyang 1tahun 33.192.000 | UmumPerangkat Kecamatan | Jumlah Administrasi Umum Perangkat 1 tahun 33.192.000
Perangkat Daerah Kunjang terlaksana Daerah Kunjang Daerah yang terlaksana
Pangadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Kecamatan | Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah 1tahun 28.662.800 | Daerah Penunjang Kecamatan | Capdian Pengadaan Barang Milik Daerah 1 tahun 28.662.800
Daemt) Penunjang Urusan Kunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UrusanPemerintah Kunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Capaian Penyediaan Jasa Penunjan 1 tahun
Penyediaan Jasa Penunjang | Kecamatan | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1 tahun 59.670.000 | Penunjang Urusan Kecamatan | Urusan Pemerintah Daerah e 59.670.00
Urusan Pemerintahan Daerah | Kunjang | Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah Kunjang J
‘:;n;:\;\\\i?an?am\\‘g Wik Kecaman Capa'la.n Pemeriiharaan B:'arang Milik Daerah 1 tahun 15.800.500{ Pemerliharaan Barang Milik | Kecamatan Capdian Pemerliharaan Bararg Milik 1tahun 15.800.50D),
o “a:::;:ae‘ :\Ban Kunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan | Kunjang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Pemerintahan Daerah

Daerah




Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Catatan Penting
iKebutuhan 7
Pagu Idikatip ( o
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CT‘:?:: P”; Idikatip(
No. ap p)
Program Penyelenggaraan | Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan 1 5.049.600 | Program Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan 1 tahun 5.049.600
Pemerintahan dan Kunjang Kegiatan Pemerintahan Tingkat tahun Penyslenggaraan Kunjang Kegiatan Pemerintahan Tingkat
Pelayanan Publik Kecamatan Pemerintahan dan Kecamatan
Pelayanan Publik
1 1 tahun 1.099.800]
Koordinasi Penyelenggarsan | Kecamatan Capaian Penyelenggaraan Kegiatan tahun 1.099.800 | Koordinasi Kecamatan Capaian Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Kunjang Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kunjang Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Tingkat Kecamatan KegidtanPemerintahan Kecamatan
di Tingkat Kecamatan
12
Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Capaian Penyelenggaraan Urusan Bulan 1.849.800 | Penyelenggaraan Kecamatan Capaian Penyelenggaraan 12 Bulan 1.849.800
Pemerintahan Yang tidak Kunjang Pemerintahan Yangttidak UrusanPemerintahan Kunjang Urusan Pemerintahan Yang tidek
Ditaksanakan oleh Unit Kefja Dilaksanakan oleh Unit Kerja Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada Perangkat Daerah yang ada di Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di
di kecamatan kecamatan Kerja Perangkat kecamatan
Daerah yang ada di
kecamatan
Pelaksanaan Urusan Kecamatan Capaian Pelaksanaan Urusan 1 2.100.000 | Pelaksanaan Urusan Kecamatan Capaian Pelaksanaan Urusan 1 tahun 2.100.000
Pemerintahan yang Kunjang Pemerintahan yang wilimpahkan tahun Pemerintahan yang Kunjang Pemefintahan yang dilimpahkan
tilimpahkan kepada Camat kepada Camat dilimpahkan kepada kepada Camat
Camat
Program Pemberdayaan Kecamatan Cakupan Koordinasi 1 49.791.500 | Program Pemberdayaan | Kecamatan Cakupan Koordinasi 1tahun 49.791.
Masyarakat Desa dan Kunjang Pemberdayaan Desa dan tahun Masyarakat Desa dan Kunjang Pemberdayaan Desa dan
Kelurahan kelurahan Kelurahan kelurahan
Koordinasi Kegiatan Kecamatan Capaian Kegiatan Koordinasi 1 7.699.000 | Koordinasi Kecamatan Capaian Kegiatan Koordinasi 1tahun 7.699.00
Pemberdayaan Desa Kunjang Pemberdayaan Desa yang tahun Kegidtan Kunjang Pemberdayaan Desa yang
dilaksanakan Pemberdayaan dilaksanakan
Desa
Peringkatan ) Kecamatan Capaian Kegiatan Peningkatan 1 1.783.400 | Peningkatan Kecamatan Capaian Kegiatan Peningkatan 1 tahun 1.783.40
Efekliftas Kegiatan Kunjang Efekifitas Kegiatan Pemberdayaan 5 Efektifitas Kunjang Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegidtan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Mesyaraiat & Pemberdayaan
Wikzyah Kecamatan Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan




iPemberdayaan Lembaga Kecamatan Capaian Kegiatan Koordinasi 1 42.092.500 | Pemberdayaan Kecamatan Capatan Kegiatan Koordinasi 1 tahun 42.092.500
IKemasyarakatan Tingkat Kunjang Pemberdayaan Lembaga tahun Lembaga Kunjang Pemberdayaan Desa yang
IKecamatan Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan dilaksanakan
dilaksanakan Tingkat Kecamatan
Program Koordinasi Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan 1 2.685.000 | Program Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan 1 tahun 2.685.000
Ketentraman dan Kunjang Ketentraman Ketertiban di tahun Koordinasi Kunjang Keteritraman Ketertiban di
Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan Ketentraman Wilayah Kecamatan
dan Ketertiban
Umum
iKoordinasi Upaya Kecamatan Capaian Koordinasi Upaya 1 tahun 2.685.000 | Koortlinasi Upaya Kecamatan Capaian Koordinasi Upaya 1 tahun
{Penyelenggaraan Kunjang Penyelenggaraan Ketentraman dan Penyelenggaraan Kunjang Penyelenggaraan Ketentraman 2.685.000
iKetentraman dan Keteriban Keteriban Umum di Tingkat Desa Ketentraman dan Keteriban dan Keteriban Umum di Tingkat
Umum dan Kelurahan Umum Desadan Kelurahan
Program Penyslenggaraan Urusan Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan 63.385.100 | Program Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan 63.385.100
Pemerintahan Umum Kunjang Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Kunjang Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan
Umum
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum| Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan 1 tahun 63.385.100 | Penyelenggara Urusan Kecamatan Jumiah penyelenggaraan urusan 1 tahun 63.385.100
sesuz iPenugasan Kepala Daerah Kunjang Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Umum Kunjang Pemerintahan Umum sesuai
penugasanKepalalDaerah sesuaiPenugasan Kepala penugasan Kepala Daerah
Daerah
Program Pembinasn dan Pengawasan | Kecamatan Cakupan Pembinaan dan 1 tahun 11.734.200 | Program Pembinaan Kecamatan Cakupan Pembinaan dan 1 tahun 11.734.200
PemerintahanDesa Kunjang PengawasanPemerintah dan Pengawasan Kunjang Pengawasan Pemerintah
PemerintahanDesa
Fasiltasi, Rekomendasi dankoordinasi Kecamatan Jumlah Desa yang:dilakukan 1tahun 11.734.200 | Fasilltasi, Rekomendasi | Kecamatan Jumigh Desa yang 1 tahun 11.734.200
Pembinaan dan Pengawasan Kunjang Pembinaandan pengawasan dan koordinasi Pembinaan | Kunjang dilakikan  Pembinaan
Pemerintahan Desa pemerintah Daerah dan Pengawasan dan pengawasan
Pemerintahan Desa pemerintah Daerah




2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Kunjang juga mempertimbangkan usulan-usulan
dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari
Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi
kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka
yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang
Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap
kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan
mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung darl musrenbang
tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum Perangkat
Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan Perangkat Daerah yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Masyarakat) Tahun
2024 sebagaimana Lampiran pada Tabel 2.5 sebagai berikut :
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Skala Lokal Desa

Penerangan Jalan Umum Desa Jarak Jalan Lebih Terang 18 Titik 45.000.000 Dinas Parkim ‘
Penerangan Jalan Umum Desa Gondang Jalan Lebih Terang 24 Titik 60.000.000 Dinas Parkim
Aspal Hot Mix Desa Kayunan Kelancaran Transportasi Dinas Pgkerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Rehap Drainase Desa Panjer Kelancaran Pengairan 1 Paket 386.389.500 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataam Ruang
Pembangunan $aluran Jalan PUD Desa Wn.Trisulo Kelancaran Transportasi 1 Paket 288.645.700 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataam Ruang
B. BIDANG SOSIAL BUDAYA
Pembangunan PAUD PKK Desa Sepawon Tersedianya bangunan PAUD 2 Lokal 240.000.000 Dinas Parkim \
/ Pemabangunan Tapos Balai Desa Gondang Tersedianya bangunan Tapos 6Mx10 210.000.000 Dinas Pearkim 1
: M
/ Bantuan Alat Kesenian Desa Sumberagung Tersedianya Alat Kesenian 2 Paket 300.000.000 Dinas Pearkim \
Pelatihan Kegiatan Penanganan Desa Kayunan Terlaksanayanya Kegiatan 1 Paket 10.000.000 BPBD
Keadaan Darurat Penmanggulangan Keadaan
Darurat
/ Pembangunan SMP Satu Atap Desa Sepawon Tersedianya bangunan SMP 1 Lokal 500.000.000 Dinas Perkim \
Penyuluhan Tentang Bahaya Desa Jarak Terlaksananya Penyuluhan 1 10.000.000 BNN
Narkoba Tentang Bahaya Narkoba Kegiatan
Pembangunan Sarana Lapangan Pranggang Tersedianya Sarana Prasarana 14 M x 20 350.000.000 Dinas Perkim
Prasarana Gedumg Serbaguna Gedung Serbaguna M + KM
dan WC
Pembangunan Gedung Tapos Desa Kawedusan Tersedianya Gedung Tapos 6Mx12 120.000.000 Dinas Perkim
M }
Kesiapsiagaan Tanggap Desa Punjul Terlaksananya Kegiatan 1 25.000.000 BPBD
Bencana Skala L okal Desa Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Kegiatan




Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kediri

{ 3
! CATAT
| nNo. | PROGRAM/KEGIATAN LOKA INDIKAT B AN AN
| ! VOLUME
{ i Sl OR PAGU OPD
ANGGARAN | pENANGGUNGJAWAB
| A. BIDANG PRASARANA WILAYAH
{ Peningkatan Jalan Dese Sepawon Kelancaran Transportasi 1,2 Km 500.000.000 Dinas Pdkerjaan Umum dan
Penataan Ruang
| Pelebaran Jalan Desa Brenggolo Kelancaran Transportasi 600 M 500.000.000 Dinas Pdkerjaan Umum dan
i Penataan Ruang
| Dotbaran Iaisn Desa Donganti Kelancaran Transportasi 600 M 450.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataam Ruang
: SO
{ Desa Kawedusan Kelancaran Transportasi 1 Km 750.000.000 Dinas Pdkerjaan Umum dan
Peiebaran Jalan I Penataan Ruang
.f z
e Desa Plosokidul Kelancaran Transportasi 1 Km 150.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum
] Peningkatan Jakan l danPenataan Ruang J
] : Desa Brenggolo Kelancaran Transportasi 2 Km 500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
} i Peningkatan Jakan / danPendtaan Ruang
/ |
‘B { i Desa Ploso Lor Kelancaran Transportasi 1 Km 150.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
j ’ Peningkatan Jakan danPenataan Ruang
1 {
{ i
;, ] Desa Punjul Kelancaran Transportasi 3 Km 540.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
| }i Peningkatan Jalan danPenataan Ruang
| ’
) i Transportasi 1 Km 150.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
! . Desa Pranggang Kelancaran Transp : A
i‘& Peningkatan Jatan danPenataan Ruang J
i !
3 1 : Desa Klanderan Kelancaran Transportasi 1 Km 150.000.000 Dinas Pgkerjaan Umum
\.\ \\ Peningkatan Jakan \ danPenataan Ruang
s N \ Desa Sumberagung Jalan Lebih Terang 1,2 Km 1.260.000.000 / cl_;)aizgsesg(;rz'agz ;:gum




C. BIDANG EKONOMI

- i 400 M 90.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Peningkatan Jalan Pertanian Desa Jarak Kelancaran Transportasi Penataan Ruang
dengan Rebat Beton

; i usmik
Pelatihan Peningkatan Kualitas Desa Brenggolo Tedlgksananya Pelatihan . 1 t 30.000.000 Dinas Kap
Produksi dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi Kegiatan
Managemen K-UMKM dan Pelatihan Managemen K-
UMKM ’ :
Bantuan Bibit Tanaman Desa Sepawon Tersedianya Bibit Tanaman 1 50.000.000 Dinas Pertanian
Kegiatan
L : :
Pembekalan dan Pelatihan Desa Kayunan Terlaksananya Pembekalan dan 1 30.000.000 Dinas Kagpusmik
Kewirausahaan bagi remaja Pelatihan Kewirausahaan bagi Kegiatan
remaja
Peningkatan Koperasi dan Desa Ploso Lor Terlaksananya Kegiatan 1 30.000.000 Dinas Kapusmik
Usaha Mikro Peningkatan Koperasi dan Usaha Kegiatan
Mikro
Pelatihap Managemen Desa Punijul Terlaksanya Kegiatan Pelatihan 1 15.000.000 Dinas Kapusmik
Koperasi/KUD/UMKM Managemen Kegiatan
Koperasi/KUD/UMKM
Penguatan Petani — bantuan Desa Pranggang Tersediaanya Bibit tembakau dan 3 100.000.0 i
L / Benih Tembakau, holtikurura holfikutura kelompok . 000 Dipsatim
tani
L / Bantuan Peralatan Pertanian Desa Sumberagung Tersedianya Peralatan Pertanian 3 Paket 150.000.000 Dipertabun *\




BAB i
TUJUAN DAN SASARAN

o Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SK i
) PD disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana

pempangunan Jangka Menengah Daerah (Rp D) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

yangd penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
g6 Tahun 2017 tentang Penyusunan RPyMD inj juga mengacu pada Rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD
provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah
propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kunjang

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-2 Bupati Kediri. Adapun Tujuan tersebut adalah
“Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan’

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun
sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kunjang adalah “Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan’

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-
tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu
organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai
tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana program dan

kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

b
c
d.  Administrasi Umum Perangkat Daerah |
e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah



b. Peningkatan Efektifitag i
kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah

mbe
c. Pe rdaylaa—n.Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala
Daerah

6. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan
pemerintahan Desa

Dari 6 program dan 16 kegiatan tersebut, pada tahun 2024 sebagian besar lokasi kegiatan
berada di wilayah Kecamatan Kunjang dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber
dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 2.139.206.855,00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

sebagaimana Lampiran pada Tabel 3.1



SKPD : KECAMATAN KUNJANG

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2024 danlPrakiraan Maju
Tahun 2025

Kabupaten Kediri

Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana tahun 2026
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan " - N Catat:
No. 9 Frcogan] Kegia Indikator Kinerja Program / Kegiatan P Kebutuhan P:nti:: Target Capdan Kebutuhan Dana/
Lokasi arg}:‘ne ?:m" Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif
el Indikatif (Rp) (Rp)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota 2.265.119.400 2.290.200.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Peréncanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah : kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Kecamatan Kunjang 5 Dokumen 3.980.700 APBD 5 Dokumen 4.000.000
Admiristrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Admiriistrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang ]

Tersusun Kecamatan Kunjang 70 Laporan 1.858.417.755 APBD 70 Laporan 2.079.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah Laporan Admiriistrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun
Dacrsh Kecamatan Kunjang 4 Laporan 6.837.700 APBD 4 Laporan 14.600.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Umum PerangkatiDaerah Yang ] ]

Terlaksana Kecamatan Kunjang 70 Kegiatan 33.192.000 APBD 70 Kegiatan 50.200.000
Pengadaan Barang Milik Daerdh Penunjang Urusan Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah ) .
Pemesntah Dasiah Kecamatan Kunjang 2 Kegiatan 28.662.800 APBD 2 Kegiatan 50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemefintah Daerah ) ) I
Daerah Yang Terlaksana Kecamatan Kunjang 24 Kegiatan 59.670.000 APBD 24 Kegiatan 65.500.000
Pemeiiiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumiah Kegiatan Pemeéliharaan Barang Milik Daerah Yang ‘ . .

Tertaksana Kecamatan Kunjang 13 Kegiatan 15.800.500 APBD 13 Kegiatan 41.000.000 f

{ Urusan Pemerintahan Daerah




Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana tahun

Urusan/Bidang Urusan Remerintahan Daerah . s . Catatan
Ho. dan Program¥ Kegiatan ncikiot KinatiaiFrogsem {IKag Lokasi Target Capaian Kebutuhan Danall SiifnbierDani Penting Target Kebutuhan Dana/
okasi Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Cap | Pagu Indikatif (Rp)
aian
Kin
erja
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat
Pelayanan Publik Kecamatan Kecamatan Kunjang 5.049.600 APBD 5.500.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan .
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan 6 Kegiatan 1.099.800 APBD 6 Kegiatan 2.500.000
Kunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak .
Dilzksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerdh yang ada di Kecamatan Kunjang - 12 Kegiatan 1.849.800 APBD 12 1.500.000
yang ada di kecamatan Kecamatan Kegiatan
Pelzksanaan Urusan Pemefintahan yang Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yéng
diimpahkan kepada Camat Dilimpahkan Kepada'Camat Kecamatan Kunjang 1 Kegiatan 2.100.000 APBD 1 Kegiatan 1.500.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan kelurahan
Keiurahan Kecamatan Kunjang 49.791.500 APBD 6.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumiah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan :
Desa Kecamatan Kunjang 12 Desa 7.699.000 APBD 12 Desa 6.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Jumiah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Desa Kecamatan 12Desa 1.783.400 APBD 12 Desa 0
Kunjang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat )
Kezamatan Kecamatan Kecamatan Kunjang 1 Kegiatan 42.092.500 APBD 1 Kegiatan 0
Proegram Koordinasi Ketentraman dan Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban di Wilayah
Ketertiban Umum Kecamatan Kecamatan Kunjang 2.685.000 APBD 3.500.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya
dan Keteriban Umum Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kunjang 12 Desa 2.685.000 APBD 12 Desa 3.500.000




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tdhun 2024

Prakiraan Maju Rencana tahun 2026 7

{Catatan ;
e dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Sumbet Dana 1Penting Target Capaian Kebutuhan Danall
okasi Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Kinerja Pagu Indikatif (Rp) |
5 Program Penyelenggaraan Urusan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Pemerintahan Umum Kecamatan Kunjang 63.385.100 96.670.000
Renyelenggara Urusan Pémerintahan Umum sesuai | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai .
PRenugasan Kepala Daerah Penugasan KepalaDaerah Kecamatan Kunjang 6 Kegiatan 63.385.100 APBD 6 Kegidtan 96.670.000
6 Program Pembinaan dan Pengawasan Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah
Pemerintahan Desa Kecamatan Kunjang 11.734.200 99.300.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan APBD
dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Kecamatan Kunjang 12 Desa 11.734.200 12 Desa 99.300.000
2.139.206.855 2.515.770.000
Jumiah




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kunjang yang selanjutnya disebut
(RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kunjang, dan
pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan
strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program
dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang
dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Kecamatan Kunjang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut
azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1). Pemberian
Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah
Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demoKunjangi, pemerataan dan
keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan
keanekaragaman sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara
Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan
Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun
sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan
tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja
Tahun 2024 Kecamatan Kunjang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kerangka pendanaan daerah.
Renja Kecamatan Kunjang secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda
Perangkat Daerah dan Rencana Daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten serta tindak lanjutnyadengan
proses Penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kunjang Tahun 2024 disusun sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan RKPD
Kabupaten Kediri Tahun 2024, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.Adapun Rencana Kerja dan

Pendanaan Kecamatan Kunjang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

n v o T nnne v | 7



Tabel 4

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun

2024SKPD : Kecamatan Kunjang

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja
SKPD

—
Rancangan Awal RKPD
No
Program BELANJA
gram / Kegiatan Indikator Kinerja LANGSUNG (RP)
1 2 3 2
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN CAKUPAN PENUNJANG URUSA:EN 2.265.119.400
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /
KOTA
aan, .980.700
I"erencanaan’ Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencan " 3
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
yang Tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan yang 1.031.700
Daerah Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun 997.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA 999.200
RKA-SKPD yang Tersusun )
Jumlah dokumen Laporan Capaian 952.800

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi
keuangan Yang Terlaksana

1.858.417.755

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Yang Dilaksanakan

1.800.790.155

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumiah Pelaksanaan Tugas ASN

23.006.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Penatausahaan dan Pengujian
/ Verifikasi Keuangan Yang
Dilaksanakan

32.554.300

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun Yang Tersusun

1.000.000

Keerdinasi dan Penyusunan kaperan keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laperan Keuangan Bulanan /
Triwulan / Semesteran yang Tersusun

1.067.300

Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah Yang
Dilaksanakan

6.837.700

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Barang yang Tersusun

6.837.700

nnne v
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Administras| Umum Perangkat Daerap

Jumlah Keglatan Administrasi Umum

Pemeliharaan Mebel

.192.000
Yang Terlaksana e
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Penyediaan Komponen 1.853.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor yang Terlaksana
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 0
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan JumiahPenyediaan Barang Cecakaln 2.283.200
dan Penggandaan yang Dilaksanakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Penyediaan Peralatan 2.660.100
Rumah Tangga yang terdedia
Penyeqiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-unda i ' 1920000
4 ngan Perundang-Undangan
P I . .| Jumlah Penyelenggaraan Rapat
enyeienggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi . 24.475.000
SKPD Koordinasi dan Konsultasi yang B
Terlaksana
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun 0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumliah Kegiatan Pengadaan Barang 66.642.400
Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah o
Pengadaan Mebe T —————
engadaan Mebel Jiimlah Péngadaa Mebél yang 14.232.800
terealisasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan 14.430.000
Mesin Lainnya yg terealisasi { Belanja
Modal )
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumliah Jasa Penunjang Urusan 59.670.000
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan R
Jumlah Pembayaran Jasa komunikasi, 8.070.000
i ikasi, Sumber Daya Air dan R
P.eny‘/edlaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Sumber Daya Air dan Listrik yang
Listrik Dilaksanakan
Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan
. kantor 51.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Umum Kantor yang Dilaksanakan
—— ang’ Jumlah Kegiatan Pemeliharaan 15.800.500
i ilil un
Pemeliharaan -Barang Mili h"e ran.Fenuniang Barang Milik Daerah Yang
Urusan Pemerintahan Daera Terlaksona
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya 8.000.000
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan
Jumlah Mebel Yang di pelihara 900.000
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Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya AlimlstiPemeliaran peratatanidan 6:900.500
Mesin Lainnya Yang Terlaksana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumiah Pemeliharaan Gedung Kantor 0
Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya yang
Terlaksana
5:049:600
10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | SAKUPAN PENYELENGGARAAN
DAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
i 1.099.800
:oordi;lGSIhPenyleenggaraan Kegiatan Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan
emerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
o ) Jumlah Koordinasi/Sinergi 1.099.800
KOO.rdmaSl/Smet.'gl Perencanaan dan Pelaksanaan | Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pe.merlr.\tahan dengan Perangkat Daerah | Kegiatan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang Cakupan Penyelenggaraan urusan 00
tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat pemerintahan yang tidak dilaksanakan 1.849.8
daerah yang ada di kecamatan oleh Unit Kerja PD yang ada di
Kecamatan
J ingkat
Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan umlthlaporan peningkatan 1.849.800
- efektifitas pelayanan kepada -
kepada masyarakat di wilayah kecamatan i
masyarakat di wilayah kecamatan
g - _— Jumlah Pelaksanaan Urusan
n
P?I.aksa::an k ruszn Ceme:;m ahan yang Pemerintahan yang Dilimpahkan 2.200.000
Dilimpahkan kepada Cama kepada Camat
- serkait Jumlah Petaksanaan Urusarn 2100090
Pelaksanaan Urusan Pemerlnta Da-p yaniker ai Pemerintahan yang terkait dengan
dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
ARAKAT DESA CAKUPAN PEMBERDAYAAN 49.791.500
1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASY MASYARAKAT DESA DAN
DAN KELURAHAN KELURAHAN
Jumlah Koordinasi Kegiatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pemberdayaan Desa 7.699.000
Jumlah Peningkatan Partisipasi -
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat dalam Forum e
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
1.783.400
Jumlah Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan
L
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42.092.500
Jumlah Kegiatan Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Efektifitas- Kegiatan Pemberdayaan
Tingkat Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
yang dilaksanakan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 42.092.500
12 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN CARUEAN KGORRINAS] 2.685.000
KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
uMum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah Koordinasi Upaya 2.685.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
i Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian 0
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik B . o T
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi NegaraRepubiikindonesla; er?tara
Vertikal di Wilayah Kecamatan Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
isasi 2.685.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Atimiak Hermonlsas! Fubungan
Tokoh Masyarakat Dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN CAKUPAN PENYELENGARAAN ga=6.000
PEMERINTAHAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Jumlah Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yrenyelengg : 63.385.100
Pemerintahan Umum sesuai
sesuai Penugasan Kepala Daerah
Penugasan Kepala Daerah
Jumlah Kegiatan Pembinaan 38.425.100
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan | Wawasan Kebangsaan dan
Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan | Ketahanan Nasional dalam rangka
Paneasila; Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Memantapkan Pengamalan
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Undang Dasar Negara Republik
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi | Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum 24.960.000
Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
_
ENGAWASAN CAKUPAN PENYELENGGARAAN DAN
14 | PROGRAMPEMBINAAN DAN P PENGAWASAN PEMERINTAHAN 11.734.200
PEMERINTAHAN DESA
DESA
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Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan 11.734.200
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desy | K00Fdinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
L — |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Jumlah Desa Yang Terfasiltasi Dalam 3.911.400
Peraturan Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa
P
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam 3.911.400
Administrasi Tata Pemerintahan Desa
ilitasi .911.400
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam 391
Pendayagunaan Aset Desa Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan dnmiat BesaYang Terfasnl!tjy Dalam
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Pelaksanaan Tugas, Fungsiidan
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah 2.139.206.855
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Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri telah
diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penunjang lainnya tahun lalu
serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini
merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati
Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini
dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk
rengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan
program/kegiatan Kecamatan Kunjang dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur,

efektif dan efisien.

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA
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